PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 7. TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK ?Ehﬁ:sgz:?N PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2
ENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Menimbang

Mengingat

—

DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

gahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
andung Norpor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan
Desa, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;

bahwa pengaturan petunjuk pelaksanaan sebagaimana termaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati;

Undgng-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4389),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan .Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Eggsggten Bangdung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
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eraturan Pemarintah

P

Keuangan Daerah (|
Nomor 140| Tamb( em
4578)

8. Peraturan Pem

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
\ ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
erintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran

ree!?wab;a Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
ran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Ez;eg;r:: F‘l\ﬁenten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
dengan P Shgelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
antin PETaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
2008 tg erubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

entang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang

Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

12 Peratunl'an Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2006 Nomor 2 seri D),

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2006 Nomor 7 seri D);

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat
Tahun Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Barat Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN
DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1

2,

Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat |
Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Bandung Barat .

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung
Barat.

Desa adalah kesatuan masyarakat
berwenang untuk mengatur dan

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat _setempat yaan
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
mengurus kepentingan masyarakat setempat,
g diakui dan dihormati dalam sistem
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Bagian Ketiga
Tim Pembina Tingkat Kecamatan

Pasal 4

) Tim Pembina Tingkat Kecamatan g
( susunan dan personalia sebagai be:k il

ut
penanggungjawab : Camat

Ketua - Sekretaris Camat
Sekretaris

' Ke ‘ ,
PRASaK yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat
Anggota

1. Kepala Seksi yang membidangi Pemerintahan.

2. Kepala | o
Urr?um_ Seksi yang membidangi Pembangunan Sarana

) Tim Pembina Tingkat Ke ; 4
a sebagai berikut 9 camatan sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas

a melaksanakan kegi : _ |
Dana Desa - giatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kegiatan Alokasi

b memverifikasi proposal dan persyaratan lainnya;
c. mengadakan monitoring dan pengendalian kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa;

d. menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan ; dan

e menyelesaikan permasalahan di tingkat desa dan melaporkan kepada Tim Pembina
Tingkat Kabupaten.

Bagian Keempat
Tim Pelaksana Tingkat Desa

Pasal 5

Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan
dan personalia sebagai berikut :

Ketua - Kepala Desa.

Sekretaris - Sekretaris Desa.

Bendahara . Kepala Urusan yang membidangi Keuangan.
Anggota . Kepala Urusan terkait.

Pelaksana Teknis © 1. LKMD/LPM;
Tim Penggerak PKK Tingkat Desa;

Organisasi kepemudaan di desa,

MU, dan
Lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

SEENAIEN

Bagian Kelima
Tugas Tim

Pasal 6

Tim Pelaksana Tingkat Desa mempunyal rincian tugas sebagai berikut :

4 Ketua mempunyai tugas
aa



1. mempertanggungjawabkan g :
perimbangan Desa ®Mua  kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana

2. menyelenggarakan mus awa .
Dana Perimbangan Desya ya;ah kdl
kegiatan: 9 kem

Desa mengenai rencana penggunaan Alokasi
udian disusun dalam suatu dokumen/proposal

ngkoordi i
3. meng Inasikan pelaksanaan tugas dari para pelaksana teknis desa:
4. menetapkan Keputusan Kepala Desa to
pelaksana teknis disesuaikan dengan je

5. menyampaikan laporan realisasi
desa serta laporan Swadaya m
Tingkat Kecamatan dan Tim Pe

b. Sekretaris mempunyai tugas :

1. membantu ketua dalam menyusun
Perimbangan Desa yang dituangkan d

ntang Tim Pelaksana Kegiatan Di Desa (untuk
nis kegiatan dan kebutuhan di desa); dan

perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan
asyarakat secara berjenjang kepada Tim Pembina
mbina Tingkat Kabupaten

rencana kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana
alam proposal kegiatan:

2. membantu mengkoordinasikan tugas-tugas ketua:
3. melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Tim; dan

4. menyusun laporan pelaksanaan kegiat e ;
Pefirabanan Desa: giatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana

¢. Bendahara mempunyai tugas :

1. membuka rekening desa bersama Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa yang
bersangkutan;

2. membukukan penerimaan dan pengeluaran uang disertai dengan bukti-bukti
pendukung;

3. menyusun anggaran kegiatan
4. memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk; dan
5. menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua.
d. Anggota mempunyai tugas
1. memfasilitasi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan ;
2. membantu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang
tugasnya;
3. merekapitulasi hasil kegiatan dari pelaksana teknis.
e. Pelaksana Teknis mempunyai tugas :
a. menyusun tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;

b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya

c. menggerakan swadaya masyarakat; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

BAB Ili

SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 7

Alokasi Dana Perimbangan Desa diberikan secara langsung kepada desa-desa di lingkungan

abupaten Bandung Barat.



Pasal 8
prosentase penggunaan Alokasi Danga Perim

4 Tuuh puluh per seratus (70 %) g
pemberdayaan masyarakat (disesuaj

a) penanggulangan kemiskinan;
b) peningkatan kesehatan masyarakat-

c) pengadaan infrastruktyr pedesaa
perhubungan, prasarana Produksi

bangan Desa ditetapkan sebagai berikut -

igunakan untyk pembia '
yaan pelayanan publik dan
kan dengan kebutuhan desa), diantaranya?

n i ~
. Seperti  prasarana pemerintahan, prasarana
prasarana pemasaran, dan prasarana sosial;

d) penyusunan dan pengisian Profil D \
dan lembaga kemasyarakatan |ainn§:-a' Penyediaan data data, buku administrasi desa
e) pemberdayaan sumber daya aparatur desa:

f) menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK:
g) kegiatan perlombaan desa:

h) kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong:;

i) pembuatan tugu batas antar desa; dan/atay

j) kegiatan lainnya yang diperlukan oleh desa.

2. Tiga puluh per seratus (30 %) digunakan untuk bia i '
» ya operasional pemerintahan desa,
yang pengalokasiannya tercantum dalam Lampiran | yang tidak terpisahkan dari peraturan
1nt.

BAB IV
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKAS| DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 9

() Desa Menjelang Tahun Anggaran baru, Kepala Desa, BPD dan LKMD/LPM Desa
menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa untuk kegiatan
pembangunan Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan
dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa dan daftar hadir sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Il yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(2) Penjabaran rencana penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

. . ; i Desa tentang
(3) Berita acara hasil musyawarah Desa dan pengaturan mengenai Peraturan ]
APBD Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan
penyusunan proposal oleh Tim untuk disampaikan kepada Kepala Desa selanjutnya

diajukan ke Tim Pembina Tingkat Kabupaten melalui Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

(4) Proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Pembina Tingkat Ke;ar:::’arll nﬁl(arg;t)géz
disampaikan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagai ba

pencairan.
pPasal 10
: i i ikan
" Proposal pencaran ahap kesatu ssbsgainana dmekeud 2228 CRE (o oo,
K i ina Tingkat Kabupate
Pﬁi@a@? P‘Zirgg;glaaan nguangan dan Asset Daerah Kabupaten Bandung Barat,
dilampiri persyaratan sebagai berikut .

a surat permohonan pencairan, dan Belanja Desa;
ran Pendapatan dan '
b.Peraturan Desa tentang Angga elaksana Tingkat Desa:

imP
C. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan:m — ditandatangani oleh
i Perimbang
aan Alokasi Dana

dkuitansi penerim
‘., T . -~ _dakhara nesa. .85



h.laporan penyelenggaraan :
melalui Camat. dan Peémerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati
| surat persetujuan dari Camat tentang pencairan

(2) Bagi proposal yang telah me
diverifikasi oleh Tim Pemb, Menuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1),

tahap kesatu:

masing. Tahap kesatu kepada rekening desa masing-

(3) Format persyaratan sebagaimana
tidak terpisahkan dari peraturan ini

(4) Proposal pencairan Tahap kedua disam
melalui Bendahara Bantuan Dinas P
Daerah Kabupaten Bandung Barat, dila

dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran Ill yang

paikan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten
quapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
mpiri persyaratan sebagai berikut:

a t:gaotﬁn pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahap

b. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;

c. Berita Acara Penyerahan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan
Bendahara Desa; dan

d. Surat Persetujuan dari Camat tentang Pencairan Tahap Kedua.

Pasal 11

(1) Pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa disalurkan melalui Rekening Pemerintah
Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank Jabar Banten Cabang
Padalarang;

(2) Pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa dilakukan bertahap, yang terdiri dari:
a. tahap pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
b. tahap kedua sebesar 50% (lima puluh per seratus).

BAB V
PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 12

Penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa yang terca_m;m da!abn; rf]\ar;\gg:;ir;;":g::paézg
dan Belanja Desa dilakukan perubahan apabug terjadi peru
DEnge!uarail dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau e

Kabupaten.

BAB Vi
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13
\ ‘ kan oleh Tim
Pembinaan atas pengelolaan Alokasi dana Perimbangan Desa dilaksana

Pembina Tingkat Kabupaten yang meliputi
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pendidikan dan pelatihan dan
d perencanaan, penelitian,

Alokasi Dana Penmbangan

o]

Desa

Pasal 14

pengawasan atas DBIIQBIOIBGH d o n mbangan

g an n na P Desa
b leh | e t penggunaa r f\fokasa Dana Perimba g S
dilaksane >Kiora HabuDae“Ba |dU|lQ Bara

BAB viI|
PELAPORAN

Pasal 15

(1) Tim Pelaksana Tingkat Desa melapo i : :
kepada Tim Pembina Tingkat Kecam%t;twan ARGIIAN lckeet Dema Perimbangan Desa

2) ;‘:r? kz::ab??} ;‘in%kal Kecamatan merekapitulasi dan mengolah laporan dari Tim
ela iIngkat esa serta merekomendasikan apabila ditemukan permasalahan dan
melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten.

BAB Vill
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Alckasi Dana Perimbangan Desa
kepada Bupati melalui Camat.

(2) Kepala Desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD.

(3) Kepala Desa memberikan informasi mengenai pokok-pokok pertanggungjawaban
kepada masyarakat.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 17

(1) Penghargaan dapat diberikan kepada desa yang penilaiannya dilakukan bersama-sama
dengan kegiatan Lomba Desa.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1)
penghargaan.

., dapat berupa piagam

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18
gawai Negeri Sipil tidak diberikan dana

1) Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi Pe
Operasional.
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~ gekretaris Desa yang belum djan
dana Operasional, sampai diangka

g gkat menjadi Pegawai Negeri Sipil masih diberikan

tnya menjadi Pegawai Negeri Sipil.

BAB Xi|
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
_hal yang belum diatur dalam i ; , _
SizlttTrade):wgan Peraturan Desa, Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan,
Pasal 20

pengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun
2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi
pana Perimbangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2008
ientang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Petunjuk
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan

Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 18), dinyatakan tidak
perlaku di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 21
peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 MARET 2009

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 MARET 2009

KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 7
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